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ABSTRAK

Nama : Nur Hatikah Siregar
Nim : 18 402 00150

Judul Skripsi : Analisis Konsep Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan
Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi,
termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan
untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang
lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran Kinerja sektor publik termasuk Dinas Sosial
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik
dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran
kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Salah satu
pengukuran kinerja yang dapat memberikan tiga maksud tersebut yaitu dengan Value
For Money.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan berkaitan dengan
ilmu akuntansi sektor publik yaitu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan
konsep value for money digunakan untuk menilai kegiatan Dinas Sosial Kabupaten
Mandailing Natal. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian adalah teori-teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan dianalisis
dengan konsep Value for money, dilihat dari segi ekonomi, efesien, dan efektivitas.

Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk kinerja keuangan pada ketiga program
Dinas Sosial Kabupaten ekonomi karena <100%, output kegiatan tersebut tercapai
secara maksimal yaitu sebesar <100%. Hal ini menunjukkan Dinas Sosial dapat
mengefisienkan anggarannya, serta efektivitas dalam pelayanannya.

Kata Kunci: Konsep Value For Money, Kinerja Keuangan Sektor Publik
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A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan

dengan huruf dan tanda sekaligus.Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

dengan huruf latin.

Huruf

Nama Huruf

: Huruf Latin Nama
Arab Latin
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
< ha h baE/vah?
¢ Kha Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
) Zai Z Zet
5 Sin S Es
S Syin Sy Es
Es(dengan  titik i
= sad ? bawah)
) De (dengan titik di
= dad d baS/vah§J
Te (dengan titik di
= a ! bawah)
1 2 . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef

Vi




A3 Qaf Q Ki

i Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

O Nun N En

E) Wau W We

> Ha H Ha

e Hamzah Apostrof
& Ya Y Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ fathah A A
T Kasrah I |
—_ dommah U )

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf

..... & fathah dan ya Ai adani

EP fathah danwau | Au adanu

vii




3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan | Nama
Tanda
TR K fathah dan alif - a dan garis

atau ya atas

SR Kasrah dan ya i i dan garis di
bawah

5o dommah dan wau B u dan garis di
atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup yakniTa Marbutah yang hidup atau mendapat harakat
fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati yakniTa Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

viii



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yakni:

J' . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang

diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf
/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata
sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



7. Hamzah
Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal Kkata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf Kkapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Menurut  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial
adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga
Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan
sosial.

Sektor publik adalah pemberi pelayanan publik seperti, pendidikan,
kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, menyediakan bahan
baku untuk kebutuan pokok kepada masyarakat. Banyak perusahaan ataupun
intansi sektor publik yang tujuan utamanya memberikan pelayanan ataupun
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan dari
kebutuhannya yang merupakan salah satu dari program-program pmerintah

kepada warganya.

"Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900-
4700 Tahun 2020,” 2020.
*Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018). HIm.8.

1



Pengukuran Kkinerja merupakan faktor penting di dalam suatu
organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran Kinerja
sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan
pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor
publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran Kkinerja
sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber
daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran Kkinerja sektor publik
dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan®.

Salah satu pengukuran kinerja yang dapat memberikan tiga maksud
tersebut yaitu dengan Value For Money. Value For Money merupakan inti
pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Kinerja pemerintahan tidak
dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus
mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama®. Bahkan
untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan
layanan kepada masyarakat. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan
manajemen publik dewasa ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas dan

akuntabilitas publik seperti yang diinginkan oleh masyarakat serta memang

*Indrayani Khairunnisa, “Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value
For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe
Periode 2014-2016),” Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 6 No.1 (2018). HIm.2.

*Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2018. HIm. 121.



merupakan tujuan dasar dari sektor publik yaitu untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Value for Money yang di dukung oleh konsep ekonomi, efesien, dan
efektivitas.Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.
Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut
dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti
bahwa penggunaan anggaran/pengelolaan organisasi tersebut untuk mencapai
kepentingan public.®

Dengan demikian, sumber daya manusia harus selalu mengikuti
perkembangan teknologi agar tidak tertinggal khususnya pada sektor publik.
Hal tersebut tidak terelakkan bahwa perubahan lingkungan organisasi yang
kompleks dan dinamis ini akan mempengaruhi kemampuan dan kinerja
organisasi untuk berkompetensi dan mempertahankan daya saingnya tanpa
terkecuali organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan
dituntut untuk terus melakukan perubahan-perubahan yang nantinya mampu
meningkatkan kinerja organisasinya. Organisasi atau instansi dalam

melaksanakan kinerja selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya®.

°Risa Dwi Agustin, “Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor
Publik,” Dalam Jurnal llmu Riset Dan Akuntansi 6 No.6 (2017). HIm, 3.

®Stephen P. Robbin /mary coulter, Manajemen (Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang,
2019). HIm . 178.



Untuk mampu melaksanakan pertanggungjawaban tersebut sektor
publik harus mampu mempersiapkan diri. Persiapan diri tersebut adalah
dengan adanya pengambil keputusan yang dilakukan manejer dengan
memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas rendah dan bersikap rasional
dalam cara berpikirnya efisien dan logis dalam pengambilan keputusan.Serta
mempersiapkan sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun dari
sumber daya yang lain yang dapat memberikan ataupun memudahkan
pelayanan yang diberikan serta tercapainya hasil dan sasaran dari tujuan
sebenarnya. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat
penting dan strategis dalam pembangunan karena sumber daya manusia
berperan dalam pelaksanaan keberhasilan pembangunan Nasional terutama
dalam mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara sebagaimana yang tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kinerja yang baik secara langsung akan
mempengaruhi kinerja oraganisasi dan untuk memperbaiki Kinerja organisasi
tentu merupakan suatu pekerjaan yang memakan waktu dan proses yang
panjang’. Selain dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan juga
dilakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan kinerja yang telah
dilakukan oleh para karyawan.

Menurut R. Wayne Mondy Kinerja adalah apa yang dilakukan atau

tidak dilakukan karyawan. Bagi banyak organisasi, tujuan utama sistem

"Stephen P. Robbin /mary coulter, Manajemen (Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang,
2019). HIm . 178.



penilaian adalah untuk memperbaiki kinerja individu dan organisasi. Sebab
mereka dituntut dalam suatu rencana yang efektif untuk mengembangkan dari
rencana yang dibentuk yang setiap waktu mengalami peningkatan dan
perkembangan yang lebih baik selain itu kinerja juga dikatakan hasil kerja
yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi.
Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam
rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan dalam hal ini organisasi
ini merupakan organisasi publik yang kegiatannya memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang tujuan akhirnya untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat ataupun kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan
program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan
supaya terpenuhinya kebutuhan materi, spritual, dan sosial supaya hidup layak
dan mampu mengembangkan dirinya ditengah-tengah masyarakat yang
semakin kompleks dengan perkembangan jam yang bersipat material sesuai
dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang
Kesejahteraan Sosial yang telah disinggung pada paragraf sebelummya maka
amanat tersebut diberikan kepada. Dinas Sosial fungsinya memberikan
kesejateraan kepada masyarakat dengan memberikan program-program. Dinas
Sosial pada dasarnya belum dapat direalisasikan hal ini bisa dilihat dari angka
kemiskinan yang terus meningkat Seperti terlihat dalam tabel. Tingkat

kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal.



Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Pada Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2017-2021

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah(ribu jiwa) 48,30 42,39 40,64 41,31 43,24
Persentase 11,02% 9,58% 9,11% | 9,18% | 9,49%

Sumber: Sumber Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)®
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan tertinggi pada
2017 dengan persentase 11,02% atau sebanyak 48,30 ribu jiwa dan menurun
pada tahun 2018 menjadi 9,58% atau sebanyak 42,39 dan menurun normal
angka kemiskinan sebesar 40,64 ribu jiwa pada tahun 2019, dan menjadi
bertambah sebesar 41,31 ribu jiwa pada tahun 2020 dan bertambah lagi pada

tahun 2021 menjadi 43,24 jiwa.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2017-2021

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribu),
2017-2021

(klik dan drag untuk zoom-in

2017 2018 2019

Mandailing Natal

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

®Badan Pusat statistik, “Persentase Penduduk Miskin Mandailing Natal” (Badan pusat

Statistik kabupaten Mnadailing natal, 2021).



Dari data tersebut membuktikan bahwa Pemerintah belum mampu
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan diberikannya mandat
kepada Dinas Sosial. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang
pemberdayaan fakir miskin yang bernama Bapak Deddi Armansyah, bahwa
masyarakat yang termasuk belum sejahtera adalah fakir miskin yang tidak
memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, korban bencana
lam yang mengakibatnya terganggunya aktivitas-aktivitas mereka dalam
melakukan pekerjaan®.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara keuangan Dinas Sosial
yang bernama Bapak Riski Halomoan, bahwa meningkatnya tingkat
kemiskinan di tahun 2020 dari tahun sebelumnya 2018-2019 sudah normal
diakibatkan karena anggaran turun pada tahun 2020 sebesar 75% akibat
refocusing penanganan covid-19. Anggaran yang tidak normal,
mengakibatkan jumlah kemiskinan yang meningkat daari 2019-2021".

Fenomena ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial masih kurang efektif
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi untuk mengetahui dari
fenomena-fenomena yang terjadi maka perlu dilihat kinerja dinas sosial
dengan melihat realisasi angaran-anggaran dalam memberikan program. Maka
diperlukan alat yang mampu mengukur program kegiatan Dinas Sosial dengan

cara menganalisis kinerja keuangan pada kegiatan dinas sosial dari laporan

°Deddi Armansyah, Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial, wawancara, 27
juli Pukul 11.00 WIB.
19Riski halomoan, Bendahara Keuangan Dinas Sosial, Wawancara, 27 juli Pukul 15.00 WIB.



relisasianggaran tahun 2018-2021. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,
maka penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Konsep Value for Mone
Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten
Mandailing Natal”
. ldentifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian
adalah berdasarkan fenomena yang terjadi diduga bahwa program-program
Dinas Sosial yang dibuat tersebut harus memang benar-benar memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat oleh sebab itu diperlukan kinerja yang baik
untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi berdasarkan latar belakang masalah
diatas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Peningkatan jumlah kemiskinan yang bertambah pada tahun 2019-2021

dari tahun sebelumnya.

2. Realisasi anggaran yang masih kurang efektif.
3. Kepuasan masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial.
. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang
telah dijelaskan di atas maka peneliti membatasi penelitiannya hanya
berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuanngan Pada Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Mandailing Natal Dengan Menggunakan Konsep Value For
Money dari tahun 2019-2021. Banyak cara yang digunakan untuk mengukur

kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah, dalam penelitian ini hanya



membahas tiga poin saja, yaitu mengenai Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Lainnya, Program Perlindungan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial.

. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, di Dinas
Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas jika diukur dengan konsep Value For Money ?

2. Apakah Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial di Dinas
Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas jika diukur dengan konsep Value For Money?

3. Apakah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di
Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah secara ekonomis,

efisiensi, dan efektivitas, jika diukur dengan konsep Value For Money?

. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang
dipakai dalam penelitian ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah
dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Kinerja adalah sebuah proses menentukan keberhasilan suatu sistem

dalam mencapai tujuan melalui monitoring dan pelaporan penyempurnaan
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program, terutama peningkatan hasil dari tujuan yang ditentukan

sebelumya.

2. Value For Money adalah tolak ukur dalam anggaran belanja suatu
organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun
organisasi nonprofit (sektor publik) adalah Menurut Mardiasmo Value For
Money yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya,adalah:

a. Ekonomi suatu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan
input dengan input-input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat
meminimalisir input resources yang digunakan vyaitu dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisiensi pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu
atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitk komunitas
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya an dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil-hasil program dengan
target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan

perbandingan outcome dengan output.™

"Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).
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Berdasarkan istilah di atas, penulis menerangkan bahwa maksud
penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kinerja keuangan Dinas Sosial
Kabupaten Mandailing Natal pada program-programnya apakah sudah sesuai
dari konsep Value For Money apabila dianalisis.

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan
Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal khususnya terhadap program
Kinerja yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, jika diukur dengan
konsep Value For Money vyaitu dilihat dari segi ekonomi, efisiensi dan
efektivitas.

2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam
program perlindungan dan jaminan sosial, jika diukur dengan konsep Value
For Money dilihat dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

3. Untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dalam
program pelayanan dan rehabilitas kesehjateraan sosial, jika diukur dengan
konsep Value For Money dilihat dari segi ekonomi, efisiensi dan

efektivitas.
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G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran
danmanfaat yang berarti yaitu :

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang penatausahaan
keuangan.

2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing
Natal khususnya Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal diharapkan
dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam sistem keuangan daerah
serta implementasi penatausahaan keuangan daerah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah
penulisan dalam menyusun skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yang
dibuat yaitu:

Bab | Pendahuluan berisi mengenai dasar disebabkan dilakukan
penelitian dilokasi yang telah ditentukan dan dijelaskan dibagian latar
belakang masalah, serta didukung dengan bagian lainnya seperti identifikasi
masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il Landasan Teori berisi mengenai penjelasan judul yang akan

diteliti sesuai dengan teori.
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Bab 11l Metode Penelitian berisi bagian bagian yang berisi mengenai
hasil yang berisi tentang metode yang akan ditentukan peneliti dalam
memperoleh data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai hasil
penelitian atas hubungan program-program Dinas Sosial apakah ekonomis,
efisien dan efektifitas apabila di ukur dengan menggunakan konsep Value For
Money.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti,

kesimpulan dan saran-saran.



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori

1. Kinerja
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi, yang dilakukan saat visi dan misi adalah setiap
pelaksana dari visi dan misi dengan cara memberikan informasi latar
belakang kepada pelaksana yang dibutuhkan untuk melakukan mereka
secara memuaskan dan sesuai dari keinginan dari kebutuhan yang
diinginkan dari organisasi.*> Secara umum kinerja merupakan prestasi
yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana
kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi
ekonomis, efisien, dan efektivitas, dan tentunya dari segi outcome.
Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian
organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan.®

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan
mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi

(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa

2Gary dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2013).
Him. 278.

BAbdul halim Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik (Jakarta: Salemba Empat,
2019). Him. 142.

14
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produk, jasa, ataupun suatu proses. Kinerja akan tercapai apabila seorang
manyakini dan percaya dan hasil kerja dari yang di kerjakan tidak hanya
beranggapan bahwa semuanya sudah ditentukan namun kalau tidak
bekerja dengan baik dan benar maka hasilnya tidak baik oleh sebab itu
seorang muslim juga harus beranggapan bahwa selain allah sebagai
penentu ia juga dapat memberikan keseriusanpada dirinya maka dari
keyakinan ini akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam
melakukan pekerjaan agar mendapat hasil yang maksimal.

Al-Qur’an juga menekankan bahwa setiap apa yang dikerjakan akan
mendapatkan apa yang diperbuat dari prestasi dan pelaksanaan kerja. Hal

ini diterangkan dalam Surah An-Najm Ayat 39: sebagai berikut

Mis;:ﬂuﬂdi«;;u&jo@

Artinya:“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya”**

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apa yang sudah dikerjakan

tiap-tiap orang maka merupakan hasil dari kinerjanya dan hasil kinerja itu

tidak dapat diberikan atau kita alihkan kepada orang lain, jadi apabila

memang terjadi Kinerja yang tidak bagus atau hasilnya tidak sesuai dari

tujuan organisasi sektor publik maka kesalahan itu bukan disebabkan oleh

YAl-fatih, Al-qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, AN-Najm Ayat 39, (Jakarta:
PT. Insan Media Pustaka,2020). HIm. 527.
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orang lain namun itu dari hasil kinerja, oleh sebab itu jika menginginkan
sesuatu yang lebih dari alam ini maka tergantung pada usaha. Semakin
sungguh-sungguh bekerja dan berusaha semakin banyak harta atau laba
yang akan diperolehnya. Prinsip tersebut semakin memperjelas bahwa
semakin manusia bersungguh-sungguh bekerja untuk memperbaiki Kinerja
instansi maka hasil hasil yang diperoleh adalah maksimal. Hal ini dapat
dinilai dari kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Mandailing Natal.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai
pertimbangan untuk pembuatan keputusan.”> Adapun pertimbangan
tersebut yaitu untuk tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil

(outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijaksanaan/peraturan perudang-undangan, dan sebagainya.

b. Indikator keluaran (outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisil dan non

fisik

BMardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2018).
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c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Dengan demikian penerapan indikator kinerja membutuhkan
artikulasi misi, tujuan, sasaran danhasil propgram yang bisa diukur dan
memiliki kejelasan akan manfaatnya. Tujuandan sasaran biasanya
ditetapkan menurut hasil atau outcome dari setiap programyang
dilaksanakan. Manfaat skema indikator Kinerja dapat
dipertimbangkanmenjadi lima macam:

a) Kejelasan tujuan organisasi.
b) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktifitas.
¢) Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas.
d) Tersediaanya pembandingan kinerja dari organisasi yang berbeda
e) Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi
danindividual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban
organisasi.
3. Pengukuran Kinerja
Setelah dilakukannya operasionalisasi anggaran maka yang akan
dilakukan kemudian adalah pengukuran kinerja dimana untuk menilai
prestasi yang telah dicapai dalam unit organisasi yang dipimpin. Menurut

mardiasmo tujuan pengukuran kinerja adalah “pengukuran kinerja sangat
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penting untuk menilai akuntabilitas organisasi tersebut.'®’Prestasi kerja
sebagai suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik
untuk mereview dan mengevaluasi Kinerja pegawai. Penilaian prestasi
kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja
pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan
berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara
berkala.  Penilaian  untuk  kerja  adalah  uraian  sistematik
tentangkekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan
pekerjaan seseorang atau sebuah kelompok. Manfaat pengukuran kinerja :

a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilaikinerja manajemen.

b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.

c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian  Kinerja
danmembandingkannya dengan target Kkinerja serta melakukan
tindakan kolektifuntuk memperbaiki kinerja.

d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward
andpunishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur
sesuaidengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam

rangkamemperbaiki kinerja organisasi.

'*Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2019). HIm 130.
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f) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelangggan sudah
terpenuhi.

g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

h) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan

i) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara
objektif.

Islam juga memandang kinerja terhadap apa yang dikerjakan dimana
Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai tuntunan
dan pegangan bagi kaum Muslim mempunyai fungsi tidak hanya mengatur
dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan
tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan muamalatnya. Dimana Islam
mengajarkan kepada umat nabi Muhammad SAW untuk bekerja sesuali
dengan syariat atau dibenarkan menurut syarak untuk menjamin kebaikan
bersama dengan menjauhi dari bekerja yang bersipat materialistis yang hanya
mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Pekerjaan yang diiringi dengan
yang dibenarkan syariat akan mendapatkan dari kinerja yang baik sebab Allah
menilai dari pekerjaan dari setiap yang dilakukan hambanya sesuai dengan

firman Allah dalam suroh At-Tauwbah ayat 105.
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O TR S PN Y S L AN < GRS i SIS I S It
Al e L O93Eng Ogaslly dyliy oSas Al (ns Tl
Voo Oglaad (870 (SES 51T
Artinya:dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-
Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*’

Dari tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan Allah menegaskan bahwa
hambanya diperintahkan untuk bekerja namun dalam bekerja seorang hamba
haruslah bekerja dengan baik serta merupakan bentuk amal yang dikerjakan
sesuai dari syariat sebab pekerjaan yang dikerjakan seseorang dengan baik
maka Allah akan membalas amal tersebut sesuai dengan apa yang
dikerjakannya.

Karena setiap tindakan akan terlihat oleh Allah, Rasul dan orang
mukmin, jadi seorang hamba haruslah selalu merasa diawasi dan
menumbuhkan perasaan takut kepada Allah sebab kalau seorang hamba
menumbuhkan rasa takut kepada Allah maka akan timbul perasaan selalu
merasa diawasi dari setiap pekerjaan yang dilakukan, sebab Allah mengetahui
dari yang nyata hingga yang ghoib jadi seorang hamba tidak akan dapat
bersembunyi untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dari syariat, karena
Kinerja akan terlihat sesuai dari yang dikerjakan sesuai ketentuan Allah dar

ayat tersebut oleh sebab itu pekerjaan sangat perlu untuk di evaluasi untuk

YAl-fatih, Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, At-Taubah Ayat 105,
(Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,2020). HIm. 203.
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mengetui hasil dari kinerja hal ini dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun
instansi dan sebagai bahan dari untuk peningkatan kinerja yang baik.
B. Konsep Value For Money
1. Pengertian Konsep Value For Money
Value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai
apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan
jasa yang baik memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang
baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia.*®
Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi
yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik)
adalah Value For Money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan
ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:
a. Ekonomis adalah pemerolehan input dengan kualitas dab kuantitas
tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan
input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publikdapat
meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan

menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

" Jumaina Septariani, “Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan
Daerah Dalam Mewujudkan Good Goverment Goverment (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada
Kabupaten Musi Banyuasin,” Jurnal Penerapan Konsep Value for Money, 2016. HIim. 160.
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b. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan
jasayang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output
tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan
output/input yangdikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah
ditetapkan. Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal
tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi
cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat
efisiensinya.Secara mutlak, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan
dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan
dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya.
Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil
rasio program yang sama diperusahaan lain, maka program tersebut bisa
disebut lebih efisien.

c. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana
efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan,
dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara
sederhana, merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektifitas
menunjukkan  kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian
tujuan.Dalam rangka mencapaitujuan, organisasi sektor publik sering
kali tidak memperhatikan biaya yangdikeluarkan. Hal seperti ini bisa
terjadi apabila efesiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator

hasil.
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Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor
publik dirinci sebagai ekonomi itu mengenai input, efisien tentang input dan
output, dan efektifitas berhubungan dengan output dan outcome. Mekanisme
untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal — hal sebagai berikut :

1) Sistem perencanaan dan pengendalian
2) Spesifikasi teknis dan standarisasi
3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
4) Mekanisme ekonomi
5) Meknisme sumber daya manusia
Pengukuran Konsep Value For Money

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa
inia dalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggung
jawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis (hemat
cermat) dalampengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna)
dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya diminimalkan dan
hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta
efektif (berhasil guna) dalamarti mencapai tujuan dan sasaran.*®

Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif,

maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait

2019).

YHaryanto dkk, Akuntansi Sektor Publik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
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pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu,kualitas terkait
dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan
publikkepuasan dalam masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan
dengan semakin rendahnya complaint dari masyarakat.
Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah orang atau organisasi secarasendiri-sendiri

atau bersama-sama bekerja melayani kepentingan orang banyak atau
masyarakat umum. Sementara itu, menurut Ketetapan Menteri Pendayagunaan
aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yangdilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upayapemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaanketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat
dikelompokkanmenjadi tiga yaitu :
a. kelompok pelayanan barang,
b. kelompokpelayanan admnistrasi, dan
c. kelompok pelayanan jasa.
Upaya pemerintah mengarahkan bimbingan dalam pelayanan publik :

1) Mengatur  sarana  bagi  penguasa untuk  mengurus dan

mengendalikannya.
2) Mengatur cara partisipasi

3) Mengatur tentang perlindungan hukum.
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Selanjutnya tujuan yang menyediakan sejumlah layanan sebagai

hakikat dari tanggungjawab Pemerintah untuk mendorong pencapaian

transfortasi menyelenggarakan pelayanan publik yang berkesinambungan,

berkualitas cepat, mudah terjangkau dapat terukur diperlukan standar

pelayanan secara yuridis normatif.

Penelitian Terdahulu

Ada beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judulyang

akan penulis angkat antara lain:

Tabel 11.1

Penelitian Terdahulu

NO Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1 Zhalsha
Ramadhani
Nur Hidayat
(2021)

Pengukuran

kinerja
program bantuan
sosial  covid-19
dengan
menggunakan
indikator  value
for money pada
pemerintah kota
Makkasar.?

Hasil  penelitian

menunjukkan
kinerja program Bansos Covid-
19 mampu menerapkan konsep
ekonomi dan efisien namun
tidak mampu mengoptimalkan
efektivitas Kinerjanya. Selain
itu Pemerintah kota Makkasar
belum bertindak
transparan,akuntabel, dan
mementingkan kepentingan
public, yang dimana
berdampak kepada Kinerja
yang kurang baik.

27halsa Ramadhani Nur Hidayat, “Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial Covid-19

Dengan Menggunakan Indikator Value for Money Pada Pemerintahan Kota Makassar” (Skripsi,
Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).
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2 Debby  Tamara
Enre (2020)

Analisis Value Fo

Money Anggaran
Pendapatan Pada
Pemerintah Kota
Medan.?

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

Medan berdasarkan rasio Value
For Money tergolong belum
baik, karena realisasi program
yang diukur dari tingkat rasio
Value For Money  selama
tahun 2014-2018 mengalami
penurunan setiap tahunnya .

keuangan Sektor
public.(studi Pada
Kantor

3 Indrayani Analisis Pengukuran | Hasil ini menunjukkan

Khairunnisa Kinerja Dengan bahwa rasio ekonomi pada

(2018) Menggunakan Dinas Pengelolaan Keuangan
Konsep Value dan Aset Daerah (DPKAD)
For Money Pada Kota Lhokseumawe bernilai
Pemerintah Kota ekonomis, sehingga  untuk
Lhokseumawe indikator  rasio  ekonomis
(Studi Kasus Pemerintah Kota Lhoksemawe
Pada DPKAD sudah mencapai kinerja yang
Kota baik, karena telah berhasil
Lhokseumawe mengelolah anggaran belanja
Periode  (2014- dengan baik.
2016).%

4 Sayuti Perwujudan nilai | Hasil penelitian ini di peroleh

Jamalluddin transparansi, bahwa erwuiudan nilai

(2018) Akuntabilitas dan P )
KonsepValue For transparansi sudah diterapkan
Moneydalam dengan adanya keterbukaan
Pengelolaan
Akuntansi informasi dan proses nilai

akuntabilitas

pertanggungjawaban terhadap

BAPPEDA . . .
Sulawesi public dan pemerintah sesuai
Selatan).”® dengan aturan, dalam prosese
pengelolaan keuangan
akuntansi dengan

*'Debby tamara Enre, “Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Kota Medan”

(Skripsi, Medan, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2020).

??Indrayani khairunnisa, “Analisis Pengukuraan Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value
for Money Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe
Periode 2014-2016,” Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 6 no.1 (2018).

ngayuti jamalluddin, “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Valur for
Money Dalam Penngelolan Akuntansi Keuangan Sektor Publik(Studi Pada Kantor BAPPEDA
Sulawesi Selatan),” Dalam Jurnal Iimiah Akuntansi 1.no.1 (2018).
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menggunakan  sistem  yang
berbasis akrual, konsep value
for money cukup
ekonomis,efisien dan efektif di
badan perencanaan
pembangunan daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Gowa
sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah.

5 Risa Dwi Agustin | Konsep Value For | Hasil peneltian ini menunjukkan

(2017) Money Dalam Dinas Pengelolaan Keuangan
Mengukur
Kinerja Kota Surabaya dapat dikatakan
peiyanan SeKIOr | ekonomis,  dilinat  dari
penyediaan barang dan jasa
perkantoran  dimana  dana
anggaran yang diserap untuk
menjalakan suatu program,
kegiatan, dan kebijkan sebsar
91,6%.

6 Nova Analisis ~ Penerapan | Hasil penelitian ini menunjukkan
Kurniawativi Konsep  Value engelolaan keuanaan
dya Vitta For Money Pada Peng g
Adhivinna Pemeintah pemerintah Kabupaten Bantul
(2017). E:E;Juﬁaztf n dikatakan sangat efektif dari

tahun 2010-2013, meskipun
rasio  efektif  menunjukkan
bahwa setiap tahunnya

menurun  namun  realisasi

**Risa Dwi Agustin, "Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor
Publik", vol. 6 no.6 (dalam jurnal 1lmu dan Riset Akuntansi, 2017).

»Nova Kurniawati dan vidya Vitta Adhivinna, “Analisis Penerapan Konsep Value for Money
Pada Pemerintaha Kabupaten Bantul,” Dalam Jurnal Analisis Penerapan Konsep Value for Money
Pada Pemeintah, 2017.



28

pendapatan PAD terus
meningkat dari tahun 2010-
2013.

7 Jumaina Septiani | Penerapan Konsep | Penerapan konsep value for money

2016 Value For Mone .

( ) Pada Pengelolaaz pada Kabupaten Musi
Keuangan Daerah Banyuasin sudah
dalam . . .
Mewujudkan ekonomis,efesien, dan efektif.
Good Secara rasio ekonomis sudah
Goverrment ekonomis hal ini ditandai
Governance
(Tata Kelola dengan jumlah realisasi
Pemerintah Yang -
Baik) Pada pendapatan sudah melebihi
Kabupaten Musi anggaran pendapatan

- 26
Banyuasin. dikarenakan ~ meningkatnya

PAD dan Dana pertimbangan

E yang diterima dari pusat.

erbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Debby Tamara Enre adalah
Debby Tamara Enre meneliti tentang Analisis Value Fo Money Anggaran

Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. Persamaannya

26Jumaina Septariani, “Penerapan Konsep Value for Moneypada Pengelolaan Keuangan
Daerah Dalam Mewujudkan Good Goverment (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten
Banyuasin,” Dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2016.
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adalah sama-sama melakukan penelitian tentang analisis konsep value for
money dan sama-sama menggunakan jenis pnelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Indrayani Khairunnisa adalah
Indrayani Khairunnisa ~ meneliti  tentang Kinerja ~ Dengan
MenggunakanKonsep ~ Value For Money Pada Pemerintah Kota
Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode
(2014-2016). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Indrayani
Khairunnisa adalah sama-sama melakukan penelitian tentang analisis
konsep value for money serta menggunakan jensi sumber data yang sama
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jumaina Septariani adalah
Jumaina Septariani meneliti Perapan Konsep Value For Money Pada
Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam MewujudkanGood Goverment
Governance (Tata Kelola Pemerintah Yang Baik) Pada Kabupaten Musi
Banyuasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Jumaina Septariani
adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep value for money.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nova Kurniawati, vidya Vitta
Adhivinna adalah Nova Kurniawati, vidya Vitta Adhivinna meneliti
Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemeintah Kabupaten

Bantul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nova Kurniawati,
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vidya Vitta Adhivinna adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep
value for money.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Risa Dwi Agustin adalah Risa
Dwi Agustin meneliti Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja
Pelayanan Sektor Publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Risa
Dwi Agustin adalah sama- sama meneliti tentang analisis konsep value for
money.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zhalsha Ramadhani Nur
Hidayat adalah Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat meneliti Pengukuran
kinerja program bantuan sosial covid-19 dengan menggunakan indikator
value for money pada pemerintah kot Makkasar. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat adalah sama- sama
meneliti tentang analisis konsep value for money.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sayuti Jamalluddin adalah
Sayuti Jamalluddin meneliti Perwujudan nilai transparansi, Akuntabilitas
dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi keuangan
Sektor publik (studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan).
Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sayuti Jamalluddin adalah

sama- sama meneliti tentang analisis konsep value for money.
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E. Kerangka Pikir

Organsisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi.
Pengukuran kinerja pada organisasi-organisasi sektor publik tidak hanya
berdasrkan pada ukuran financial saja tetapi juga pada ukuran nonfinancial
karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor
publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator
tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, output
yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat intangible,
sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan
besarnya ouput yang dihasilkan.

Value for Money merupakan inti pengukuran Kinerja pada
organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output
yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output,
dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu
ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity and
service coverage).Tujuan value for money adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja

pemerintah.?’

*"Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2020).



Untuk mempermudah jalan pemikiran
yang dibahas, adapun kerangka konseptual
digambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Kerangka pikir
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian
Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah
metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan
dan mengidentifikasi objek sesuai dengan apa yang ada. Tujuan kualitatif
deskriptif ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi
dilingkungan dibawah pengamatan, seperti apa kinerja yang berada di latar
belakang penelitian, dan seperti apa peristiwa yang terjadi di latar belakang
penelitian.?®
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat,
dan gambar. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-
data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Melalui
pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan yang cukup jelas dan objek
yang diteliti dengan analisis Value For Money.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Mandailing

Natal, yang beralamat di JI. Willem Iskandar No. 11 Dalan Lidang,

54.

%8Elidawaty Purba, dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Yayasan Kita Menulis, 2021), him.
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Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.
Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang bertepatan dengan
tempatmagang, sehingga penulis merasa terpanggil dan memiliki
keinginan kuat untukmeneliti lebih dekat mengenai Kinerja keuangan
pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini
adalah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.
C. Subjek dan Objek
1. Subjek

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek
penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi,
subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk
mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini
adalah Kepala Bidang penanganan fakir miskin (Dedi Armansyah),
Kepala bidang rehabilitas (Muhammad Ali), dan Bendahara keuangan

(Riski halomoan).

2. Objek
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Objek Penelitian himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi
atau barang yang diteliti. Objek penelitian merupakan sasaran yang
hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan
yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten
Mandailing Natal.

1. Data Primer

Data pimer adalah sumber data penelitian yang di dapat secara lagsung dari
sumber asli tanpa perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk
memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.
Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari data laporan yang sudah
ada.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.”*Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk

2Arfa Ikhsan dan Imam Ghozali, Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen, (
Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006), hlm.106
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mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau
wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai
yang terlibat didalam perusahaan. Dalam penelitian ini, yang ingin
diwawancarai terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Bidang Pemberdayaa Fakir
miskin (Deddi Armansyah), Kepala Bidang Rehabilitasi (Muhammad Ali),
Bendahara Keuangan (Riski Halomoan).

2. Teknik Dokumentasi, merupakan metode mencari data yang bersumber
pada tulisan sehubungan dengan masalah penelitian (pengumpulan data
sekunder yang berupa catatan, buku, pedoman, surat kabar, agenda, rapat
dan lain-lain)®yaitu serangkaian informasi dan dokumen yang berupa
laporan realisasi anggaran kegiatan dinas sosial kabupaten Mandailing
Natal.

E. Teknik Analisis data
Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis interactive
langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu,

sebagai berikut:

%L ailatus sa’adah, Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Jombang: Universitas KH. A
Wahab hasbullah, 2021).
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Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode
rasio dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan
realisasi anggaran kegiatan Dinas Sosial .Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis dengan Value For Money dengan menggunakan
tiga elemen yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan
kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan
membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah
disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis adalah
apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan

menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.®*

%Input

Rasio ekonomi = x100%

% Biaya Input

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel I111.1
Persentase Penilaian Ekonomi

No Persentase Penilaian

1 90-100 Sangat ekonomis
2 80-89.99 Ekonomis

3 70-79.99 Cukup Ekonomis
4 60-69.99 Kurang Ekonomis
5 <59,99 Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendegri N0.600.900-327 Tahun 2019

2. Pengukuran Efisiensi

*Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), him.89.
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Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana
barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai
output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio
antara output dan input. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan

efisien adalah apabila mencapai output yang optimum.*

. . . _%Output
Rasio efesiensi =————x100%
% Input

Dimana hasil dari output merupakan persentase perhitungan
realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai
input merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan yang
dianggarkan dari anggaran pendapatan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel 111.2
Persentase Penilaian Efisiensi
No Persentase Penilaian
1 90-100 Sangat efesiensi
2 80-89.99 Efesiensi
3 70-79.99 Cukup efesiensi
4 60-69.99 Kurang efesiensi
5 <59,99 Tidak efesiensi

Sumber : Kepmendegri No0.600.900-327 Tahun 2019

3. Pengukuran Efektivitas

%2Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), him.89.
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Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi
mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat
dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. *Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efektif
adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka
dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang
telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat

organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

_% Outcome

= 0,
% Output x100%

Rasio efektivitas

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase

penilaian:
Tabel 111.3
Persentase Penilaian Efektivitas
No Persentase Penilaian
1 90-100 Sangat efektivitas
2 80-89.99 Efektivitas
3 70-79.99 Cukup efektivitas
4 60-69.99 Kurang efektivitas
5 <59,99 Tidak efektivitas

Sumber : Kepmendegri N0.600.900-327 Tahun 2019

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah :

3Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009. HIm.134.
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Collecting/Pengumpulan data, berkaitan dengan laporan realisasi anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang diperoleh dari hasil
observasi.

Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan
realisasi anggaran Kkegiatan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten
Mandailing Natal. Terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi data realisasi
dan anggaran yang telah diperoleh, kemudian mengolah serta
menghubungkan semua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada.
Pengukuran kinerja keuangan ditinjau menggunakan metode value for
money dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio
efektivitas anggaran dengan menggunakan data yang diperoleh.

Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat,
sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan
dengan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi dan
anggaran yang telah dianalisis.

Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan mengenai Value for Money dalam pengukuran kinerja keuangan.
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F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan
menggunakan triangulasi. Biasanya teknik triangulasi merujuk pada suatu
proses pemanfaatan persepsi atau pendapat yang beragam untuk
mengklasifikasikan makna. Langkah triangulasi yang digunakan dalam
penelitian ini dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek data atau
menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan
cara:

1. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
perbandingan terhadap data tersebut.

2. Triangulasi sumber yaitu mengkaji data, hal ini dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.



BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Sosial
1. Sejarah Singkat

Kantor dinas sosial Mandailing Natal adalah sebuah lembaga yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal ini berdiri pada tahun 2017
berdasarkan Perbub No. 40 tahun 2016 vyang isinya tentang
“Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu
menetapakan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing
Natal”. Sebelum tahun 2017, Kantor Dinas Sosial bergabung dengan
Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, dan Tansmigrasi.

Tugas pokok dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal ini
membantu Walikota (Bupati) dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang sosial pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk
melaksanakan tugas tersebut,Dinas Sosial melaksanakan fungsi:
perumusan kebijakan teknis bidang sosial, penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidnag sosial, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang sosial, penyelenggaraan kesekretariatan

dinas, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit
42
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pelaksana teknis (UPT) dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal
a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal
Kesejahteraan Sosial Dari,Oleh, dan Untuk Masyarakat Mandailing
Natal.
b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

1) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi
sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari
masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara
komprehensif.

2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi
sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam
melaksanakan fungsi sosialnya.

3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan
sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelanyanan
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

4) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap

pembinaan rawan sosial keluarga dan anak.
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3. Lokasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, yang beralamat di JI.
Willem Iskandar No. 11 Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

. Struktur Organisai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal
Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta mempunyai

struktur organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal juga

mempunyai struktur organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam struktur

organisasi ditetapkan tugas —gas wewenang dan tanggung jawab setiap

orang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan serta bagaimana hubungan

satu dengan yang lain. Struktur organisasi Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

a) PIt. Kepala Dinas Sosial : Dedi Armansyah S. Sos

b) Sekretaris Dinas Sosial : Ahmad Rizal Efendi, ST

¢) Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial : Ali Asgor, S. Sos

d) Kabid Rehabilitasi Sosial : Muhammad Ali, S. Sos

e) Kabid Pemberdayaan Sosial : H. Marhadil Nasution, SP

f) Kabid Penanganan Fakir Miskin : Dedi Armansyah S. Sos
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Gambar V.1 Struktur Organisasi
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B. Pembahasan dan Analisis Penelitian
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT)
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Terbangunnya
kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin,
berkembangnya geografy informasi sistem(GIS) bagi petugas dan
pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial dan lainnya. Program-
program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

a) Peningkatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui
bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian
modal usaha.

b) Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok
fakir miskin.

c¢) Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil secara bertahap,
mengembangkan geografy informasi sistem (GIS) bagi pemetaan.

d) Peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan
pendamping pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

e) Peningkatan dukungan administrasi dan operasional.
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Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar
kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat
memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah
kesejahteraaan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban
tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya
sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk
daerah kumuh dan PMKS lainnya, program ini memuat kegiatan-kegiatan
pokok sebagai berikut:

a) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas
bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan
PMKS lainnya.

b) Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana
alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar.
¢) Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban

bencana alam dan bencana sosial.

d) Memberikan bantuan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan
pekerja migran bermasalah.

e) Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha
ekonomi produktif.

f) Menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir

miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya.



48

g) Melakukan pemantuan berkala dan evaluasi terhadap pemberian
bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

h) Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan
memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS
untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga
bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan
perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan
perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya
pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia;
terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan
terlaksananya kampanye, advoksi, kominkasi, informasi, dan edukasi
serta konseling mengenai arti eskploitasi perdagaan perempuan dan anak,
kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Prigram ini memuat
kegiatan-kegiatan okok sebagai berikut:
a) Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
b) Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana

publik bagi penyandang disabilitas lansia.
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Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesejahteraan
sosial bagi PMKS

Meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan
hukum bagi korban eksploitasi.

Melakukan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, anak nakal
dalam dan luarpanti.

Memberikan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center
termasuk korban bencana.

Membentuk pusat informasi penyandang disabilitas dan trauma
center.

Melakukan kampanye, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
serta konseling mengenai anti eksploitasi, perdagangan perempuan
dan anak, dan kekerasan secara nasional maupun lokal.

Melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi eks
penderita kusta, eks napi dan masyarakat.

Melakukan kampanye sosial pencegahan penyalahgunaan napza.
Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

Untuk mengetatuhui  hasil analisis penelitian terhadap kinerja

keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal
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ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio dengan
membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan realisasi
anggaran kegiatan Dinas Sosial .Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis dengan Value For Money dengan menggunakan
tiga elemen yaitu:
a) Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan
kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan
membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah
disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis adalah
apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.*

%Input

Rasio ekonomi®® = x100%

% Biaya Input

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel 1V.1
Persentase Penilaian Ekonomi

No Persentase Penilaian

1 90-100 Sangat ekonomis
2 80-89.99 Ekonomis

3 70-79.99 Cukup Ekonomis
4 60-69.99 Kurang Ekonomis
5 <59,99 Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendegri No0.600.900-327 Tahun 2019

**Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), him.89.
**Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta,2016),him 21.
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b) Pengukuran Efisiensi
Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana
barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai
output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio
antara output dan input. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan

efisien adalah apabila mencapai output yang optimum.*®

. . . %O0utput
Rasio efesiensi®’ =2=2%x100%

% Input

Dimana hasil dari output merupakan persentase perhitungan
realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan
nilai input merupakan persentase antara dana yang digunakan
dengan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase

penilaian:
Tabel 1V.2
Persentase Penilaian Efisiensi
No Persentase Penilaian
1 90-100 Sangat efesiensi
2 80-89.99 Efesiensi
3 70-79.99 Cukup efesiensi
4 60-69.99 Kurang efesiensi
5 <59,99 Tidak efesiensi

Sumber : Kepmendegri No0.600.900-327 Tahun 2019

**Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), him.89.
$"Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta,2016),him 21.



c) Pengukuran Efektivitas

mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat
dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. *Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan
efektif adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka
dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang

telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi

organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Rasio efektivitas®® =

% Output

_% Outcome

X 100%

Tabel 1V.3
Persentase Penilaian Efektivitas
No Persentase Penilaian
1 90-100 Sangat efektivitas
2 80-89.99 Efektivitas
3 70-79.99 Cukup efektivitas
4 60-69.99 Kurang efektivitas
5 <59,99 Tidak efektivitas

C. Hasil Penelitian

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil

*Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009. HIm.134.
*Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta,2016),him 22.
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program Yyang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keber
dayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Menurut hasil
wawancara dengan Bapak kabid Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya, program ini mendapatkan dana setiap
tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021%° adalah
sebagai berikut:
Tabel 1V.4

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Tahun

2019-2021
No Tahun  Anggaran program Realisasi anggaran
(Biaya Input)
1 2019 290.920.103 235.645.283
2 2020 218.190.077 172.370.160
3 2021 214.381.065 171.504.852

Untuk mengetahui apakah program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial lainnya, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan
secara ekonomis, efesien, dan efektivitas jika diukur dengan konsep value
for money, maka langkah-langkah pengukuran vaue for money pada
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah sebagai berikut:

*°Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas sosial.
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1) Nilai Ekonomi

(@) Tahun 2019

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran

_ 235.645.283

= 0
290.920.103 x100%

=81%

%Input

Rasio ekonomi = x100%

% Biaya Input

_ 81%
100%

x 100%
=81%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT)
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun
2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 81%. Berdasarkan
persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam
program program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial lainnya masuk dalam kategori ekonomis karena dapat
meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara
menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak

produktif.
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(b) Nilai Ekonomis Tahun 2020

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran

172.370.160
=———x100%
218.190.077

=79%

%Input

Rasio ekonomi = x100%

% Biaya Input

_ 7%
100%

X 100%
=79%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT)
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun
2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 79%. Berdasarkan
persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya masuk dalam kategori cukup ekonomis karena dapat
meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara
menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak

produktif.

(c) Nilai Ekonomis Tahun 2021

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran
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_ 171.370.150

= ()
214.381.065 x 100%

= 80%

%Input

Rasio ekonomi = x100%

% Biaya Input

_ 80%
100%

X 100%
= 80%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT)
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun
2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. Berdasarkan
persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya masuk dalam kategori ekonomis karena dapat
meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara
menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak

produktif.

2) Nilai Efisiensi

(a) Tahun 2019

Rasio efisiensi =

Rasio efisiensi =

Realisasi pengeluaran

X 100%

Anggaran pendapatan

%O0utput

% Input

x100%
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_ 100%
81%

X 100%

= 123,45%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2019 dengan kegiatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya,
terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 123,45%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat
digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan.
Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori

sangat efisien.

(b) Tahun 2020

Rasio efisiensi =

Rasio efesiensi =

Realisasi pengeluaran
Anggaran pendapatan

X 100%

%O0utput

x100%
% Input

_ 100%
79%

X 100%
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= 126,58%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2020 dengan kegiatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya.
terlaksanaya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 126,58%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat
digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan.
Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori

sangat efisien.

(c) Tahun 2021

Rasio efisiensi =

Rasio efisiensi =

Realisasi pengeluaran

X 100%

Anggaran pendapatan

%O0utput
% Input

x100%

_ 100%
80%

X 100%

=125%
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Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya pada tahun 2021 dengan kegiatan
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya,
terlaksanaya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 125%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya dapat menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat
digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan.
Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk dalam kategori
sangat efisien.
3) Nilai Efektivitas

(a) Tahun 2019

Realisasi pendapatan

X 100%

Rasio efektivitas =
Anggaran pendapatan

% Outcome

Rasio efektivitas = X 100%

% Output

_ 89%

= 0
TR 100%

=89%
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Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan persentase
efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) Lainnya yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang
berarti bahwa program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya, pada tahun 2019 telah berhasil mencapai
tujuan yang telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

Realisasi pendapatan

Rasio efektivitas = X 100%

Anggaran pendapatan

. .o % Out
Rasio efektivitas = —————— x 100%
% Output

_ 79%
100%

X 100%
=79%

Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan persentase
efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) Lainnya yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan cukup efektif,
yang berarti bahwa program pemberdayaan fakir miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
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Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, pada tahun 2020 telah
berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

Realisasi pendapatan
Anggaran pendapatan

X 100%

Rasio efektivitas =

. .o % Out
Rasio efektivitas = 2 2LCme » 10004
% Output

_ 87%
100%

X 100%
=87%

Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan persentase
efektivitas dapat dikatakan bahwa Program pemberdayaan fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang dilaksanakan
oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa
program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya, pada tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang
telah diharapkan.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar
kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat
memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah

kesejahteraaan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban
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tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem
jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah
kumuh dan PMKS lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak
Bendahara, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana
yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut**:

Tabel 1V.5

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

No Tahun Anggaran program Realisasi anggaran
(Biaya Input)
1 2019 186.305.993 178.928.275
2 2020 139.343.819 118.442.246
5 2021 144.766.312 115.812.249

Untuk mengetahui apakah program perlindungan dan jaminan
kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah
berjalan secara ekonomis, efesien, dan efektivitas jika diukur dengan
konsep value for money, maka langkah-langkah pengukuran vaue for
money pada program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial
lainnya adalah sebagai berikut:

1) Nilai ekonomi

(a) Tahun 2019

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran

. . %I t
Rasio ekonomi = —"P*__x100%

% Biaya Input

“'Bendahara Keuangan Dinas Sosial. Kabupaten Mandailing Natal.
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_96,04%
100%

X 100%

=96,4%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program
Perlindungandan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun
2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 96,4%.
Berdasarkan persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial
dalam program program perlindungan dan jaminan sosial
masuk dalam Kkategori sangat ekonomis karena dapat
meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara
menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang
tidak produktif.

(b) Tahun 2020

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran

%Input
% Biaya Input

Rasio ekonomi = x100%

=85% + 100%

100%

= 85%
Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program
Perlindungandan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun
2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85%. Berdasarkan

persentase penilain ekonomi Kkinerja Dinas Sosial dalam
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program program perlindungan dan jaminan sosial masuk
dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir
anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari

pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

(c) Tahun 2021

Realisasi Pengeluaran

Rasio ekonomi = X 100%

Anggaran Pengeluaran

%Input

Rasio ekonomi = x100%

% Biaya Input

_ 80%
100%

X 100%
= 80%
Pada hasil perhitungan diatas bahwa program Program

Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun
2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. Berdasarkan
persentase penilaian ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam
program-program perlindungan dan jaminan sosial masuk
dalam kategori ekonomis karena dapat meminimalisir
anggarannya dengan baik, dengan cara menghindari
pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak produktif.

2) Nilai Efesiensi

(a) Tahun 2019
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Rasio efisiensi = Realisasi pengeluaran

X 100%

Anggaran pendapatan

Rasio efisiensi = M><1OO%
% Input
_100% 0
= Sean X 100%
=104,12%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2019 menghasilkan
tingkat efisiensi sebesar 104,12%. Dimana hasil persentase lebih
dari 100% yang berarti bahwa program perlindungan dan
jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana
yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua
kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase
penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(b) Tahun 2020

. .. . Realisasi pengeluaran
Rasio efisiensi = ety

X 100%

Anggaran pendapatan

%O0utput

x100%
% Input

Rasio efisiensi =

_100%
85%

X 100%

=117,64%
Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2020 menghasilkan

tingkat efisiensi sebesar 117,64%. Dimana hasil persentase lebih
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dari 100% yang berarti bahwa program perlindungan dan
jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana
yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua
kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase
penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

(c) Tahun 2021

. .. . Realisasi pengeluaran
Rasio efisiensi = peng

X 100%

Anggaran pendapatan

%O0utput

x100%
% Input

Rasio efisiensi =

_ 100%
80%

X 100%
=125%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2021 menghasilkan
tingkat efisiensi sebesar 125%. Dimana hasil persentase lebih
dari 100% vyang berarti bahwa program perlindungan dan
jaminan sosial menghemat anggarannya dengan baik dan dana
yang kurang dari 100% dapat digunakan melaksanakan semua
kegiatan yang sudah direncanakan. Berdasarkan persentase
penilaian efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien.

3) Nilai efektivitas

(@) Tahun 2019
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Realisasi pendapatan
Anggaran pendapatan

Rasio efektivitas = X 100%

. - % Out
Rasio efektivitas = 2™ s 10004
% Output

_ 89%
100%

x 100%
=89%

Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2019 telah
berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

Realisasi pendapatan

Rasio efektivitas =

X 100%

Anggaran pendapatan

% Outcome

Rasio efektivitas = X 100%

% Output

_ 7%
100%

X 100%
=79%
Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial terlaksana dengan cukup efektif, yang berarti bahwa
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program perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2020
telah berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

Realisasi pendapatan
Anggaran pendapatan

X 100%

Rasio efektivitas =

% Outcome

Rasio efektivitas =——— x 100%
% Output

_ 87%
100%

X 100%
=87%

Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 2021 telah
berhasil mencapai tujuan yang telah diharapkan.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan
memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS
untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga
bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan

perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan
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perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya
pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia;
terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan
terlaksananya kampanye, advoksi, kominkasi, informasi, dan edukasi serta
konseling mengenai arti eskploitasi perdagaan perempuan dan anak,
kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, Menurut hasil
wawancara dengan Bapak Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya,
dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 1V.6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

No Tahun Anggaran program | Realisasi anggaran
(Biaya Input)
1 2019 251.925.512 209.098.174
2 2020 206.392.843 179.561.773
3 2021 248.924.605 211.600.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengetahui apakah program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah
berjalan secara ekonomis, efesien, dan efektivitas jika diukur dengan

konsep value for money, maka langkah-langkah pengukuran vaue for
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money pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

lainnya adalah sebagai berikut*:
1) Nilai ekonomi

(@) Tahun 2019

Rasio ekonomi =

Rasio ekonomi =

Rasio ekonomi =

Rasio ekonomi =

Realisasi Pengeluaran

X 100%

Anggaran Pengeluaran

%Input
% Biaya Input

x100%

_ 83%
100%

X 100%
=83%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020
menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 83%. Berdasarkan
persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masuk dalam
kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya
dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros

dan pengeluaran yang tidak produktif.

(b) Tahun 2020

Realisasi Pengeluaran

X 100%

Anggaran Pengeluaran

%Input x100%

% Biaya Input

WIB.

**Muhammad Ali, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 27 juli pukul 14.00
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_ 87%
100%

X 100%
=87%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2020
menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 87%. Berdasarkan
persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masuk dalam
kategori ekonomis karena dapat meminimalisir anggarannya
dengan baik, dengan cara menghindari pengeluaran yang boros

dan pengeluaran yang tidak produktif.

(c) Tahun 2021

Realisasi Pengeluaran

X 100%

Rasio ekonomi =
Anggaran Pengeluaran

%Input
% Biaya Input

Rasio ekonomi = x100%

= 85% 100%

100%

= 85%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2021
menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85%. Berdasarkan

persentase penilain ekonomi kinerja Dinas Sosial dalam program
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pelayanan dan rehabilitasi masuk dalam kategori ekonomis karena
dapat meminimalisir anggarannya dengan baik, dengan cara
menghindari pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang tidak
produktif.

2) Nilai Efesiensi

(a) Tahun 2019

. .. . Realisasi pengeluaran
Rasio efisiensi = Peng x 100%
Anggaran pendapatan

%O0utput

x100%
% Input

Rasio efisiensi =

_ 100%
83%

X 100%

=120,48%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan
dan rehabilitas kesejahteraan  sosial pada tahun 2019
menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 120,48%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100%
dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah
direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk

dalam kategori sangat efisien.
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(b) Tahun 2020

Rasio efisiensi =

Realisasi pengeluaran

Rasio efisiensi = X 100%

Anggaran pendapatan

%O0utput
% Input

x100%

_100%
87%

X 100%

=114,95%

Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2020
menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 114,95%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100%
dapat digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah
direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efesien masuk

dalam kategori sangat efesien.

(c) Tahun 2021

Rasio efisiensi =

Realisasi pengeluaran

X 100%

Anggaran pendapatan

. - . _ %Output
Rasio efesiensi = ————x100%
% Input

100%
= x 1009
a5 100%

=117,64%
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Pada hasil perhitungan di atas bahwa program pelayanan
dan rehbailitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2021
menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 117,64%. Dimana hasil
persentase lebih dari 100% yang berarti bahwa program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ~menghemat
anggarannya dengan baik dan dana yang kurang dari 100% dapat
digunakan melaksanakan semua kegiatan yang sudah
direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian efisiensi masuk
dalam kategori sangat efisien.

3) Nilai efektivitas

(a) Tahun 2019

Realisasi pendapatan

Rasio efektivitas = x 100%

Anggaran pendapatan

% Outcome

Rasio efektivitas = ————— x 100%
% Output

_ 89%
100%

X 100%
=89%

Dengan dihasilkannya nilai 89% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang

berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
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sosial, pada tahun 2019 telah berhasil mencapai tujuan yang
telah diharapkan.

(b) Tahun 2020

Realisasi pendapatan

X 100%

Rasio efektivitas =
Anggaran pendapatan

% Outcome

x 1009
% Output 00%

Rasio efektivitas =

_79%
100%

X 100%
=79%

Dengan dihasilkannya nilai 79% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana dengan cukup
efektif, yang berarti bahwa program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial, pada tahun 2020 telah berhasil mencapai
tujuan yang telah diharapkan.

(c) Tahun 2021

Realisasi pendapatan

Rasio efektivitas = X 100%

Anggaran pendapatan

% Outcome
% Output

Rasio efektivitas = X 100%

_ 87%
100%

X 100%

=87%
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Dengan dihasilkannya nilai 87% ini, Berdasarkan
persentase efektivitas dapat dikatakan bahwa Program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dilaksanakan
oleh Dinas Sosial terlaksana dengan efektif, yang berarti bahwa
program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pada
tahun 2021 telah berhasil mencapai tujuan yang telah
diharapkan.

D. Keterbatasan Peneliti
Pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan dengan langkah-langkah

yang sesuai dengan metodologi penelitian agar hasil yang diperoleh sebaik

mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna

sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa

keterbatasan seperti di bawah ini:

1. Letak lokasi penelitian yang cukup memakan waktu sehingga kurangnya
waktu dalam penelitian.

2. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi
untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi
untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

4. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasanan dan literatur yang ada pada
penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga

menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini.



77

Keterbatasan-keterbatasan yang ada di atas memberikan pengaruh
terhadap pelaksanaan peneliti dan selanjutnya berpengaruh pula terhadap hasil
yang diperoleh. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti di
tambah dengan kerja keras dan juga dengan bantuan semua pihak, peneliti
berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi, karena adanya faktor
keterbatasan tersebut sehingga bisa menghasilkan skripsi ini meskipun masih

dalam bentuk yang sederhana.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada
tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 81% ,pada tahun
2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 79% masuk dalam
kategori cukup ekonomis, pada tahun 2021 menghasilkan tingkat
ekonomi sebesar 80%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan
secara efesien dan efektivitas.

2. Pada program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2019
menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 96,04% dalam persentase masuk
dalam kategori sangat ekonomis, pada tahun 2020 menghasilkan tingkat
ekonomi sebesar 85% masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun
2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. masuk dalam
kategori ekonomis, serta berjalan secara efesien dan efektivitas

3. Pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada
tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 83% dalam
persentase masuk dalam kategori ekonomis, pada tahun 2020
menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 87% masuk dalam kategori
ekonomis, dan pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar

78
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85%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efesien dan
efektivitas.
B. Saran
Setelah peneliti melalui semua tahapan-tahapan dan berdasarkan
hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini ada
beberapa saran yang peneliti rangkum untuk perbaikan penelitian di masa
yang akan datang. Sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai judul analisis kinerja
keuangan pada kegiatan Dinas Sosial dengan menggunakan konsep
Value For Money agar lebih menggali lagi kegiatan-kegiatan dinas
Sosial selain dari kegiatan-kegiatan yang sudah dimuat dalam penelitian
ini.

2. Untuk instansi sektor publik khususnya Dinas Sosial agar
memperhatikan kegiatan-kegiatan ataupun program yang berkualitas

untuk lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
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